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APAKAH PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA MASIH DIPERLUKAN ?
Qleh

Heru Susanto

Abstract

Problems violation of Human Rights that category of hard issue cannot be released from general
comprehend about human rights that valid universally, because it relates to dignity and status of human
being in whole without discrimination;

Specifically it has a form of violation to human rights which be done by authority to civil population
relate with the existency of a policy or the continuity of its policy that cause sacrifice for civil population
mention above as gross violation of human rights.

in Indonesia, the competence to judge hard violation of human rights will be done by Court of Human
Rights based on Undang-undang Number 26 / 2000, in material consist of Genoside crime and
Humanity crime and it categorized in extra ordinary crimes.

Law enforcement in case of hard violation of human rights should constitute commitment from
gavernment and also it constitutes political will that should be realized for peace and human fair also
supremacy of law. Therefore, Court of Human Rights should be functioned effectively.

Abstrak

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak dapat dilepaskan dari pengertian hak asasi
manusia pada umumnya yang berlaku secara universal, karena menyangkut harkat dan martabat
manusia secara keseluruhan tanpa diskriminasi. .
Secara spesifik ada bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa terhadap
penduduk sipil sehubungan dengan adanya suatu kebijakan atau kelanjutan dari kebijakan tersebut
yang mengakibatkan korban bagi penduduk sipil yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia
yang berat (gross violation of human rights).

Di Indonesia, kompetensi mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh
Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, yang secara
materiil terdiri dari Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan digolongkan
kedalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes).

Penegakkan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus merupakan
kamitmen dari pemerintah dan sekaligus merupakan kemauan politik (political will) yang harus
diwujudkan demi kedamaian dan keadilan manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Oleh karena
itu Pengadilan Hak Asasi Manusia harus difungsikan secara efektif.

Kata kunci: Hak asasi manusia, Pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
Penegakkan hukum, Supremasi hukum dan keadilan.

Hak asasi manusia yang tercan-
tum dalam Undang-Undang Dasar
1945, Deklarasi Universal tentang Hak
Asasi Manusia, Kefetapan MPR RI
Nomor XV1/1988 tentang Hak Asasi
Manusia, dan Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia harus dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab sesuai

dengan falsafah yang terkandung
dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dan Asas-asas Hukum
Internasional.

Sejalan dengan hal tersebut di
atas, maka di Indonesia telah dibentuk
Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang
mempunyai kompetensi terhadap pe-
langgaran Hak Asasi Manusia yang
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berat, dan hal ini sekaligus merupakan
komitmen dari pemerintah Indonesia
untuk menangani persoalan pelang-
garan HAM yang harus diwujudkan
dan dilaksanakan dengan serius.

Dasar pembentukan Undang-
undang tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia adalah sebagaimana tercan-
tum dalam ketentuan pasal 104 ayat
(1) Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang selengkapnya menyebutkan se-
bagai berikut :

Untuk mengadili pelanggaran

hak asasi manusia yang beraf

dibentuk Pengadilan Hak Asasi

Manusia di lingkungan Peradilan

Umum.

Untuk merealisasikan ketentuan
tersebut di atas, maka pada tanggal
23 Nopember 2000 telah diundangkan
Undang-undang Nomor 26 Tahun
2000 (UU 26/2000), tentang Peng-
adilan Hak Asasi Manusia, yang di-
maksudkan untuk menyelesaikan pe-
langgaran hak asasi manusia yang
berat, sebagai pengganti dari Per-
aturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia yang
dinilai tidak memadai.

Pelanggaran hak asasi manusia
yang berat (selanjutnya disebut Pe-
langgaran HAM) merupakan kejahatan
yang luar biasa (extra ordinary crimes)
sebagaimana diatur dalam UU 26/
2000, tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (Pengadilan HAM). Perso-
alannya sekarang dengan perkem-
bangan situasi politik, apakah Peng-
adilan HAM masih diperlukan? Artinya
apakah pemerintah masih memiliki
komitmen dalam penegakkan hukum
di bidang Pelanggran HAM. Perta-
nyaan ini perlu dikemukakan, untuk
memberikan jawaban atas adanya
sinyalemen tehadap “surutnya niatan”

74

pemerintah dalam persoalan penye-
lesaian terhadap penanganan kasus
Pelanggaran HAM di Indonesia.

Selanjutnya dalam pembahasan
tentang Pengadilan HAM ini perlu juga
dikemukakan hal-hal yang dapat me-
nunjang pokok bahasan, yaitu yang
menyangkut persoalan: Pengertian
hak asasi pada umumnya, Substansi
UU 26/2000 dan Implementasi Peng-
adilan HAM dalam kasus inconcreto.
Dengan demikian penulisan ini tidak
hanya mengemukakan aspek normatif,
melainkan juga mengemukakan aspek
empiris yang dibuktikan dengan pe-
nanganan kasus-kasus yang pernah
dilakukan oleh Pengadilan HAM Ad
Hoc maupun Pengadilan HAM per-
manen. Disamping itu tentunya juga
perlu diinformasikan tentang terhen-
tinya kasus Pelanggaran HAM yang
sampai sekarang belum dilimpahkan
ke Pengadilan HAM.

Dengan demikian dalam pemba-
hasan ini, diharapkan dapat mem-
berikan informasi yang nyata dan se-
kaligus sebagai upaya deseminasi
tentang Pengadilan HAM, maupun
pengungkapan kasus-kasus yang per-
nah ditangani dan yang belum di-
tangani, karena Pengadilan HAM
sebagai institusi peradilan dalam ling-
kungan peradilan umum, yang mem-
punyai kompetensi penegakkan hu-
kum dibidang Pelanggaran HAM, se-
kaligus merupakan ‘“upaya” untuk
memberikan jaminan atas tegaknya
supremasi hukum dalam kaitannya
dengan tindakan penguasa dalam hu-
bungannya dengan negara hukum
yang demokratis.

Pengertian Hak Asasi Manusia Pada
Umumnya

Membicarakan pelanggaran HAM
tidak dapat dilepaskan dengan me-



nelaah terlebih dahulu tentang penger-
tian hak asasi manusia secara
universal, yaitu berkaitan dengan ins-
trumen internasional yang diawali
dengan perjuangan penegakkan hak
asasi manusia di daratan Eropa,
puncaknya lewat Deklarasi Hak-hak
Asasi Manusia dan Penduduk Negara
(Declaration des Droits I'Hommes et
du Citoyen 1789) di Perancis
(A.Masyhur Effendi, 2005:39). Dalam
deklarasi tersebut ditegaskan sebagai
berikut :

Pasal 1

Semua manusia itu lahir dan

tetap bebas dan sama dalam

hukum. Perbedaan sosial hanya

didasarkan pada kegunaan

umum.

Pasal 2

Tujuan negara melindungi hak-
hak alami dan tidak dapat di-
cabut atau dirampas. Hak-hak
alami meliputi hak kebebasan,
hak milik, hak keamanan dan
hak perlindungan (bebas penin-
dasan). '

Tahun 1791, Amerika Serikat
mengadopsi Bill of Rights Virginia
lewat amandemen vyang terkenal,
Amandemen Pertama, melindungi ke-
bebasan beragama, kebebasan pers,
kebebasan menyatakan pendapat,
dan hak berserikat. Amandemen Ke-
empat, melindungi individu terhadap
penggeledahan dan penangkapan
yang tidak beralasan. Amandemen
Kelima, larangan memberatkan diri
sendiri dan hak atas proses hukum
yang benar.

Pengakuan hak asasi manusia di
abad modem dipertegas kembali oleh
Presiden Franklin D.Roosevelt yang
disampaikan pada tahun 1941, yang
dikenal dengan Four Freedoms, yaitu :
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- freedom to speech (kebebasan
berbicara),

- freedom to religion (kebebasan
beragama),

- freedom from want (kebebsan dari
kemiskinan), -

- freedom from fear (kebebasan dari
ketakutan).

Demikian pula sebagaimana
disebutkan dalam Universal Decla-
ration of Human Rights 1948, dalam
pasal 2 nya disebutkan : Setiap orang
berhak atas semua hak dan
kebebasan-kebebasan yang tercan-
tum dalam deklarasi ini dengan tidak
ada kekecualian apapun, seperti
perbedaan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau
pandangan lain, asal usul kebangsaan
atau kemasyarakatan, hak milik,
kelahiran ataupun kedudukkan lain.

Dan sejanjutnya baru tahun 1966
sidang umum PBB menyetujui secara
aklamasi perjanjian tentang Hak-hak
ekonomi, Sosial dan Budaya (Cove-
nant on Economic, Social and Culture
Rights) serta perjanjian tentang Hak-
hak Sipil dan Palitik (Covenant on Civil
and Political Rights). Sementara itu
diperlukan waktu sepuluh tahun lagi
sebelum dua perjanjian ini dinyatakan
berlaku (Miriam Budiardjo, 1989:
122).

Seperti juga negara-negara ber-
kembang lainnya, maka Indonesia te-
lah mencantumkan beberapa hak
asasi di dalam Undang Undang Da-
sarnya, baik dalam UUD 1945 maupun
dalam Undang-Undang Dasar berikut-
nya. Hak hak asasi yang tercantum
dalam UUD 1945 tidak termuat dalam
suatu piagam yang terpisah, tetapi
tersebar dalam beberapa pasal.
Beberapa pasal yang dapat dikemu-
kakan antara lain, pasal 28, pasal 29
yang menyangkut ketentuan yang
bersifat asasi, yaitu mengenai hak
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untuk hidup dan hak untuk memeluk
agama menurut keyakinannya masing-
masing.

Dr.Moh. Hatta (aim) mantan
Wapres R! pertama, mengatakan
bahwa walaupun yang dibentuk itu
negara kekeluargaan, tetapi masih
periu ditetapkan beberapa hak warga
negara, jangan sampai timbul Negara
Kekuasaan atau machtsstaat / negara
penindas (Miriam Budiardjo, 1989:
127). Apa yang dikatakan oleh Hatta
dapat dimengerti, mengingat negara
Indonesia adalah Negara Hukum
(rechtsstaat), jadi segala sesuatunya
tunduk pada hukum yang berlaku.

Pada waktu pertama kali dican-
tumkan dalam UUD 1945 masalah
hak-hak asasi manusia pengaturannya
tidak terfalu lengkap, karena UUD
1945 disusui sebelum adanya per-
nyataan Hak-hak asasi manusia dite-
rima oleh PBB (sebagaimana tercan-
tum dalam Universal Declaration of
Human Rights). Namun setelah terja-
dinya amandemen UUD 1945 sampai
yang keempat persoalan hak asasi
manusia sudah dilengkapi dan menye-
suaikan dengan perkembangan yang
terjadi secara mondial. Sebagai bukti
yang dapat dikemukakan adalah
menyangkut penjabaran secara terinci
dari pasal 28 tentang Hak Asasi
Manusia yang dikembangkan menjadi
sepuluh huruf (lihat huruf a sampai
dengan huruf j), hal tersebut me-
nunjukkan adanya penyesuaian de-
ngan ketentuan yang terdapat dalam
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia yang ditetapkan oleh PBB.

Sebagai realiasasi organiknya
telah diterbitkan Undang-undang No-
mor 39 Tahun 1999, tentang Hak
Asasi Manusia. Dalam konsideransnya
disebutkan bahwa hak asasi manusia
merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia,
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bersifat universal dan langgeng, oleh
karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh dia-
baikan, atau dirampas oleh siapapun.

Bangsa Indonesia sebagai
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengemban tanggung jawab moral
dan hukum untuk menjunjung tinggi
dan melaksanakan Deklarasi Univer-
sal tentang Hak Asasi Manusia
(DUHAM) yang ditetapkan oleh Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa, serta berba-
gai instrumen internasional lainnya
mengenai hak asasi manusia yang
telah diterima oleh negara Republik
Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat
dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU
39/1999, yang menyebutkan: Keten-
tuan hukum internasional yang telah
diterima negara Republik Indonesia
yang menyangkut hak asasi manusia
menjadi hukum nasional. Berda-
sarkan ketentuan tersebut, Indonesia
sebagai anggota PBB tentunya tidak
boleh mengabaikan hal-hal yang su-
dah diatur dan ditetapkan dalam
DUHAM.

Pengertian hak asasi manusia
ditentukan dalam pasal 1 UU 39/1999
yang berbunyi, hak asasi manusia
adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi ke-
hormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.

Adapun Soetandyo Wignyo-
soebroto mendefinisikan tentang hak
asasi manusia, yaitu; hak manusia
yang asasi adalah hak yang melekat
secara kodrati pada setiap mahluk
yang dilahirkan dengan sosok biologis
manusia, yang memberikan jaminan
moral dan menikmati kebebasan dari
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segala bentuk perlakuan yang menye-
babkan manusia itu tidak dapat hidup
Secara layak sebagai manusia yang
dimuliahkan Allah, yang oleh sebab itu
tidak mungkin dialihkan kepada, apa-
lagi dirampas oleh siapapun, kepada/
oleh para pengemban kekuasaan
Negara sekalipun, kecuali untuk diku-
rangkan atas dasar persetujuan para
penyandang hak itu lewat proses-
proses legislative yang benar-benar
representative demi tertegakkannya
hak-hak asasi manusia lain sesama
" dalam kehidupan masyarakat.

Memperhatikan pengertian se-
cara normatif dan pendapat tentang
hak asasi manusia di atas sesung-
guhnya hak asasi manusia merupakan
hak yang bersifat mendasar yang
dimiliki oleh setiap orang dan seka-
ligus memperoleh pengakuan secara
yuridis tentang kebeberadaannya. Se-
hingga terhadap setiap pelanggaran
hak tersebut akan membawa konse-
kuensi hukum,

Yang dimaksud dengan pe-
langgaran hak asasi manusia adalah
setiap perbuatan seseorang atau ke-
lompok orang termasuk aparat negara
baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan
hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau keiom-
pok orang yang dijamin oleh undang-
undang, dan tidak mendapatkan, atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hu-
kum yang berlaku (Soetandyo Wig-
nyosoebroto, 2002:436).

Jadi sesungguhnya pemaha-
man tentang hak asasi manusia
merupakan upaya perlindungan dan
pengakuan yang harus diberikan
kepada setiap orang sesuai dengan
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harkat dan martabatnya sebagai ma-
hiuk ciptaan Tuhan, namun disisi lain
juga harus diperhatikan adanya
kewajiban dasar antara manusia yang
satu terhadap yang lain dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Substansi Undang-undang Nomor
26 Tahun 2000

Apabila memperhatikan substan-
si UU 26/2000, tentang Pengadilan
HAM yang mempunyai kewenangan
mengadili Pelanggaran HAM, maka
yang paling essensiil adalah menyang-
kut pengertian tentang Pelanggaran
HAM, sebagaimana ditentukan dalam
pasal 7, yaitu :

Pelanggaran hak asasi manu-
sia yang berat meliputi :
a. kejahatan genosida,
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya ditegaskan dalam
penjelasan pasal 7, bahwa kejahatan
genosida dan kejahatan terhadap ke-
manusiaan dalam ketentuan ini sesuai
dengan “Rome Statute of International
Criminal Court"(Statuta Roma), oleh
karena itu sesungguhnya ketentuan
yang ada di dalam UU 26/2000, ba-
nyak mengadopsi ketentuan yang
berasal dari Statuta Roma sepanjang
sesuai dengan kepentingan indonesia.
Kedua jenis kejahatan tersebut di atas
merupakan bagian dari kejahatan in-
ternasonal, yang secara keseluruhan
terdiri dari; genosida, kejahatan terha-
dap kemanusiaan, kejahatan perang,
dan kejahatan agresi, kesemuanya itu
menjadi yuridiksi dari Pengadilan Ke-
jahatan Internasional/International Cri-
minal Court (Geoffrey Robertson,
2000: 409).

Pelanggaran HAM merupakan
“extra ordinary crimes” dan berdampak



Jurnal YUSTIKA Volume 9 Nomor 1 Juli 2006

secara luas baik pada tingkat nasional
maupun internasional dan bukan
merupakan tindak pidana yang diatur

di dalam Kitab Undang-undang Hukum.

Pidana serta menimbulkan kerugian
baik materiil maupun immaterial yang
mengakibatkan perasaan tidak aman
baik terhadap perseorangan maupun
masyarakat, sehingga periu segera
dipulihkan dalam mewujudkan supre-
masi hukum untuk mencapai keda-
maian, ketertiban, ketenteraman, ke-
adilan dan kesejahterahan bagi se-
luruh masyarakat Indonesia.

Sebelum menguraikan lebih
lanjut tentang pelanggaran HAM,
maka terlebih dahulu perlu dike-
mukakan tentang macam pengadilan
HAM, yaitu yang terdiri dari pengadilan
HAM permanen dan pengadilan HAM
ad hoc. Pengadilan HAM permanen
diperuntukkan untuk mengadili pelang-
garan HAM sesudah berlakunya UU
26/2000, sedangkan pengadilan HAM
ad hoc untuk mengadili pelanggaran
HAM sebelum berlakunya UU 26/
2000.

Mekanisme pembentukan peng-
adilan HAM ad hoc ditentukan dalam
pasal 43, yaitu :

(1) Pelanggaran hak asasi ma-
nusia yang berat yang terjadi
sebelum diundangkan-nya
undang-undang ini, diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan
HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) dibentuk atas
usul Dewan Perwakilan Rak-
yat Republik Indonesia ber-
dasarkan peristiwa tertentu
dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) berada di ling-
kungan Peradilan Umum.
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Memperhatikan ketentuan di
atas, dapat dikatakan bahwa terhadap
setiap pelanggaran HAM yang pernah
terjadi di Indonesia senantiasa akan
dilakukan penegakkan hukum seba-
gaimana yang ditentukan berdasrkan
undang-undang. Hal ini menunjukkan
adanya komitmen dari pemerintah
indonesia terhadap pelanggaran HAM
di Indonesia harus diproses menurut
hukum, tapi juga tidak menutup ke-
mungkinan penyelesaiannya menurut
cara non litigasi, yaitu berdasarkan
rekonsiliasi, sebagaimana yang diten-
tukan dalam pasal 47 UU 26/2000.

Proses awal penegakkan hu-
kum pelanggaran HAM dimulai dari
penyelidikan yang dilakukan oleh Ko-
misi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas Ham) sebagaimana diten-
tukan dalam pasal 18 dan selanjutnya
dalam hal Komnas Ham berpendapat
bahwa terdapat bukti permulaan yang
cukup telah terjadinya peristiwa pe-
langgaran HAM, maka kesimpulan
hasil penyelidikkan disampaikan kepa-
da penyidik.

Proses penyidikan pelangga-
ran HAM dijakukan oleh oleh Jaksa
Agung, sebagaimana ditentukan da-
lam pasal 21. Dan selanjutnya proses
penuntutan dilakukan oleh Jaksa
Agung yang dalam pelaksanaan tu-
gasnya dilakukan oleh penuntut umum
ad hoc yang terdiri atas unsur pe-
merintah dan atau masyarakat setelah
diangkat oleh Jaksa Agung.

Selanjutnya dari hasil penyi-
dikan yang telah dianggap cukup,
maka dilakukanlah proses pemerik-
saan di sidang pengadilan, sebagai-
mana ditentukan dalam pasal 27 ayat
(1) yang menentukan : Perkara pe-
langgaran hak asasi manusia yang
berat diperiksa dan diputus oleh Peng-
adilan HAM sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4. Dengan demikian



selesailah sudah proses penegakkan
hukum pelanggaran HAM menurut UU
26/2000.

Pengadilan HAM bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM. Peng-
adilan ini berwenang pula memeriksa
dan memutus perkara pelanggaran
HAM yang dilakukan di luar batas
territorial wilayah negara Republik In-
donesia oleh warga negara Indonesia.
Pengadilan HAM merupakan peng-
adilan khusus vyang berada di-
lingkungan peradilan umum yang di-
bentuk di Jakarta Pusat, Surabaya,
Medan dan Makasar, tiap-tiap Peng-
adilan HAM yang dibentuk dikota-kota
tersebut meliputi wilayah hukum sen-
diri.

Dalam UU 26/2000, tentang
Pengadilan HAM ada beberapa hal
yang periu mendapat perhatian, yaitu
mengenai :

1. Kejahatan berat yang meliputi
genosida dan kejahatan terh-
adap kemanusiaan,

2. Asas retroaktif bagi pelang-
garan HAM berat yang terjadi
sebelum berlakunya undang-
undang tersebut;

3. Asas tanggung jawab indi-
vidual terhadap kejahatan (indi-
vidual criminal responsibility),

4. Hukuman mati (capital punish-
ment),

5. Pemberian dasar hukum bagi
Komnas HAM sebagai lem-
baga independent yang ber-
wenang melakukan penye-
lidikan secara pro justicia;

6. Pelaku pelanggaran HAM berat
dengan batas umur 18 tahun
tidak menjadi subyek hukum
dalam undang-undang terse
but (Sumaryo Suryokusumo,
2004:11).
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Pelanggaran HAM menurut pa-
sal 7 UU 26/2000, meliputi kejahatan
genosida dan kejahatan terhadap ke-
manusiaan. Pelanggaran HAM meru-
pakan exftra ordinary crimes dan ber-
dampak secara luas baik pada tingkat
nasional maupun internasional dan
bukan merupakan tindak pidana yang
diatur datam KUHP serta menim-
bulkan kerugian baik materiil maupun
immaterial yang menga-kibatkan pera-
saan tidak aman baik terhadap per-
seorangan maupun masyarakat. Pe-
langgaran HAM tersebut bukan
semata-mata masalah hukum (legally
heavy) tetapi juga sarat dengan
masalah politik (politically heavy) yang
tidak identik dengan kejahatan biasa
(ordinary crimes).

Unsur-unsur pelanggaran HAM
yang merupakan yurisdiksi UU 26/
2000 adaiah Kejahatan genosida (ge-
nocide) dan Kejahatan terhadap
kemanusiaan (crimes against huma-
nity).

Menurut pasal 8 UU 26/2000,
yang dimaksud dengan Kejahatan
genosida adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, kelompok etnis, kelom-
pok agama, dengan cara :

a. Membunuh anggota kelompok;

b. Mengakibatkan penderitaan fi-
sik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota ke-
lompok;

¢. Menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang akan meng-
akibatkan kemusnahan secara
fisik baik seluruh atau seba-
giannya;

d. Memaksakan tindakan-tinda-
kan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam elompok;
atau



Jurnal YUSTIKA Volume 9 Nomor 1 Juli 2006

e. Memindahkan secara paksa

anak-anak dari kelompok ter-

tentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud
dengan Kejahatan terhadap kemanu-
siaan sebagaimana ditentukan dalam
pasal 9 UU 26/2000, adalah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai ba-
gian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa
serangan tersebut ditujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil,
berupa :

a. Pembunuhan,;

b. Pemusnahan;

¢. Perbudakan;

d. Pengusiran atau pemindahan
penduduk secara paksa;

e. Perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik
lain secara sewenang-wenang
yang melanggar (asas-asas)
ketentuan pokok hukum inter-
nasional,

f. Penyiksaan;

g. Perkosaan, perbudakan sek-
sual, pelacuran secara paksa,

pemaksaan kehamilan, peman- .

dulan atau sterilasi secara pak-
sa atau bentuk-bentuk keke-
rasan seksual lain yang setara;

h. Penganiayaan terhadap suatu
kelompok tertentu atau per-
kumpulan yang didasari persa-
maan paham politik, ras, ke-
bangsaan, etnis, budaya, aga-
ma, jenis kelamin, atau alasan
lain yang telah diakui secara
universal sebagai hal yang di-
larang menurut hukum interna-
sional,

i. Penghilangan orang secara
paksa; atau _

j- Kejahatan apartheid.

- . Pasal tersebut di atas tampak-
nya berusaha mengakomodasi segala
bentuk Pelanggaran HAM katagori ke-
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dua yang berkaitan dengan serangan
secara meluas dan sistematik secara
langsung terhadap penduduk sipil. Ka-
renanya, setiap jenis kejahatan terha-
dap kemanusiaan tersebut dapat ditaf-
sirkan sebagai tindakan yang selalu
terkait dengan serangan meluas dan
sistematik (Bagir Manan, 2001:95).

Selanjutnya yang dimaksud de-
ngan serangan yang ditujukan secara
langsung kepada penduduk sipil ada-
lah suatu rangkaian perbuatan yang
dilakukan terhadap penduduk sipil se-
bagai kelanjutan kebijakan penguasa
atau kebijakan yang berhubungan
dengan organisasi,

Dengan demikian sesungguh-
nya yang termasuk kedalam pelang-
garan HAM sebagaimana dimaksud
dengan undang-undang adalah sudah
sangat rinci, namun yang lebih menen-
tukan adalah adanya kebijakan atau
kelanjutan kebijakan dari penguasa
atau kebijakan yang berhubungan de-
ngan organisasi, karena hal ini yang
akan menentukan ada tidaknya pe-
langgaran HAM.
Implementasi Pengadilan HAM
Dalam Kasus In Concreto

Persoalan implementasi Peng-
aditan HAM ini menyangkut pena-
nganan kasus-kasus yang pernah
ditangani oleh Pengadilan HAM sete-
lah dibentuknya institusi ini. Dalam hal
ini diawali kasus-kasus pelanggaran
HAM sebelum adanya undang-
undang, sehingga dalam hal ini dila-
kukan oleh Pengadilan HAM ad hoc,
yaitu setelah adanya usulan dari DPR
tentang adanya pelanggaran HAM.

Beberapa kasus yang dapat
dikemukakan adalah, sebagai berikut;
Kasus pelanggaran HAM di Timor-
Timur (1999) dan Tanjung Priok
(1984).
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Dalam kasus pelanggaran
HAM terjadi di Timtim setelah jajak
pendapat, atas dasar UU 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, khu-
susnya pasal 79, Komnas HAM atas
permintaan Jaksa Agung untuk keper-
luan penyidikan lgbih lanjut, telah
membentuk KPP-HAM Timtim yang
bertugas untuk mengadakan penyeli-
dikan dan pemefiksaan terhadap
orang-orang yang diduga melakukan
pelanggaran HAM di Timtim termasuk
melakukan peninjauan di tempat ke-
jadian dan tempat lainnya yang diang-
gap perlu serta memanggil pihak-pihak
terkait untuk memberikgn keterangan
secara tertulis atau menyerahkan do-
kumen yang diperlukan sesuai dengan
aslinya dengan persetujuan Ketua
Pengadilan. Dalam kesimpulan lapo-
rannya kepada Jaksa Agung ter-
tanggal 31 Januari 2000, KPP-HAM
telah memberikan rekomendasi antara
lain sebagai berikut :

a. Minta kepada Jaksa Agung
untuk melakukan penyidikan
terhadap para pefaku yang di-
duga terlibat dalam melakukan
pelanggaran-pelanggaran HAM
di Timtim setelah Jajak Pen-
dapat;

b. Meminta kepada DPR-RI dan
Pemerintah untuk membentuk
Pengadilan Nasional HAM
yang mempunyai kewenangan
untuk mengadili perkara-per-
kara pelanggaran HAM dan
kejahatan terhadap kemanu-
siaan yang mengacu pada
hukum nasional dan interna-
sioanal (human rights and
humanitarian law). Pengadilan
HAM semacam itu harus me-
miliki  kewenangan  untuk
mengadili pelanggaran HAM
yang terjadi sebelumnya ter-
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masuk yang terjadi di Timtim

selama ini.

Dengan Keputusan Presiden
No.53 tanggal 23 April 2001 yang
kemudian dikonfirmasikan lagi dengan
Keputusan Presiden No.96 tanggal 1
Agustus 2001, yaitu mengenai pem-
bentukan Pengadilan HAM ad hoc
untuk Timtim dan Tanjung Priok . Kira-
nya perlu dipertimbangkan untuk
membedakan atau memisahkan an-
tara kedua pengadilan tersebut. Wa-
laupun keduanya merupakan peng-
adilan khusus yang berada dibawah
lingkungan peradilan umum dan
sama-sama menyangkut pelanggaran
HAM, rejim hukum kedua pengadilan
tersebut mempunyai perbedaan dilihat
dari wewenang ratione materiae
(competence ratione materiae). Rejim
hukum yang akan diberlakukan pada
pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim
akan lebih luas yang mencakup bukan
saja konvensi-konvensi internasional,
tetapi juga hukum kebiasaan inter-
nasional yang tidak termuat dalam
konvensi-konvensi, maka beberapa
hukum humaniter penting yang berupa
konvensi-konvensi telah menjadi ba-
gian dari hukum kebiasaan inter-
nasional (Sumaryo Suryokusumo,
2004:29). '

Bagi pengadilan HAM ad hoc
Tanjung Priok dapat diberlakukan
asas ne bis in idem dimana seseorang
tidak akan dapat diadili dua kali untuk
kejahatan yang sama. Sedangkan
untuk pengadilan HAM ad hoc Timtim
sangat berbeda. Seseorang yang telah
diadili melalui pengadilan HAM ad hoc
untuk Timtim terhadap tindakan-tinda-
kannya yang melanggar HAM dan
hukum humaniter internasional yang
Cukup berat dapat diadili lagi oleh
Pengadilan Internasional yang diben-
tuk oleh Dewan Keamanan PBB.
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Walaupun Pengadilan Interna-
sional dan pengadilan HAM ad hoc
untuk Timtim mempunyai yurisdiksi
yang sama, yaitu untuk mengadakan
tuntutan terhadap pelanggaran HAM
dan hukum humaniter di Timtim, peng-
adilan internasional semacam itu akan
mempunyai . keunggulan (primacy)
terhadap pengadilan HAM ad hoc un-
tuk Timtim. Dalam setiap tingkatan,
sesuai dengan tata cara yang ada,
pengadilan internasional secara resmi
dapat meminta pengadilan HAM ad
hoc Timtim untuk menangguhkan ke-
pada wewenang pengadilan interna-
sional sesuai dengan statuta dan hu-
kum acaranya serta bukti pengadilan
tersebut.

Sebaliknya pengadilan interna-
sional semacam itu tidak mempunyai
primacy terhadap pengadilan HAM ad
hoc untuk Tanjung Priok atau untuk
peristiwa-peristiwa lainnya yang di-
duga merupakan Pelanggaran HAM.
Pengadilan HAM ad hoc untuk Tan-
jung Priok yang tidak terikat oleh
kewajiban-kewajiban internasional (in-
ternational obligations) secara lang-
sung melibatkan rejim hukum inter-
nasional yang terbatas bahkan dapat
menggunakan hanya dengan UU 26/
2000 saja, tidak sebagaimana Peng-
adilan HAM ad hoc untuk Timtim
(Sumaryo Suryokusumo, 2004:22).

Hasil akhir dari persidangan
pada pengadilan HAM ad hoc untuk
Timtim dan Tanjung Priok yang disi-
dangkan di Pengadilan HAM Jakarta
adalah sebagai berikut :

= Untuk pengadilan HAM ad hoc

Timtim dari 14 berkas perkara,

yang dinyatakan bersalah ada-

lah 5 berkas perkara atau 5

terdakwa, sedangkan vyang

lainnya dinyatakan bebas.
* Untuk pengadilan HAM ad hoc

Tanjung Priok dari 4 berkas
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perkara, yang dinyatakan ber-

salah adalah 2 berkas perkara,

sedangkan yang 2 berkas per-
kara dinyatakan bebas.

Kasus pelanggaran HAM Abe-

pura Tahun 2000.

Untuk Pengadilan HAM perma-

nen pelanggaran HAM yang

terjadi di Abepura, terdiri dari 2

berkas perkara dan, disidang-

kan di Pengadilan HAM Maka-
sar, dengan hasil putusannya
semua terdakwa dibebaskan.

Saat ini sudah ada berkas per-

kara Pelanggaran HAM di

Wamena dan Wasior dan

berkasnya sudah berada di Ke-

jaksaan Agung yang tinggal
melimpahkan ke Pengadilan

HAM Makassar untuk disi-

dangkan.

Penegakkan hukum yang me-
nyangkut kasus pelanggaran HAM
dalam kenyataannya tidak hanya
sekedar menyangkut persoalan hukum
semata, melainkan juga tidak dapat
dilepaskan dengan persoalan politik
(political will), artinya diperlukan ada-
nya kemauan politik dari pemerintah
untuk menuntaskan kasus-kasus ten-
tang pelanggaran HAM, sebagai
contoh kasus Wamena dan Wasior
yang prosesnya sudah berada di
Kejaksaan Agung, disamping itu masih
ada tuntutan yang lain dari masyarakat
untuk mengungkap kasus Talangsari,
Kerusuhan Mei 1988, Tri Sakti dll.

Memang dimungkinkan untuk
penyelesaian terhadap kasus Pelang-
garan HAM masa lalu dengan melaui
Rekonsiliasi, sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam UU 27/2004, tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR). Namun hingga sekarang pe-
nyelesaian dengan KKR juga tidak
kunjung datang. Hal ini membuktikan
bahwa keseriusan pemerintah untuk
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menyelesaikan persoalan Pelangga-
ran HAM menjadi “pudar’. Sepert
halnya yang menyangkut Kkasus
Pelanggaran HAM sesudah UU 26/
2000 (sebut saja kasus Wamena dan
Wasior), hingga kini juga belum ada
tanda-tanda untuk disidangkan, pada-
hal berkas kedua kasus tersebut
sudah lama mengendap di Kejaksaan
Agung RI.

Ada sinyalemen, bahwa peme-
rintah sudah surut niatnya untuk
melakukan penyelesaian kasus Pe-
langgaran HAM, karena pengaruh
eksternal untuk melakukan pene-
gakkan hukum sudah tidak ada lagi
(ingat kasus Tim-Tim). Kalau demikian
hainya, maka bagaimana eksistensi
dari Pengadilan HAM ke depan, apa-
kah masih diperlukan? Ada informasi,
bahwa keberadaan sarana perkan-
toran Pengadilan HAM sudah tidak
Jelas lagi, artinya ruangan yang diper-
untukkan bagi pengadilan HAM yang
berada di PN Jakarta Pusat sudah
tidak ada lagi. Kondisi yang demikian
ini tentunya sangat memprihatinkan
bagi keberadaan dari suatu institusi
peradilan yang dibentuk berdasarkan
undang-undang. Barangkali ada be-
narnya, bahwa pembentukan kelem-
bagaan peradilan, seperti Pengadilan
HAM tersebut sekedar hanya meme-
nuhi atau adanya tekanan interna-
sional, dan ketika tekanan tersebut
menjadi kendor, maka aktivitas Peng-
adilan HAM sudah tidak diperiukan
lagi. Sesungguhnya keberadaan suatu
institusi peradilan harus dioptimalkan,
mengingat pembentukannya dan
segala sesuatu yang berkaitan dengan
institusi tersebut telah memakan biaya
yang tidak sedikit jumlahnya. Hal lain
yang perlu diperhatikan adalah me-
nyangkut kredibilitas Indonesia di
forum internasional menjadi menurun,
karena Indonesia telah mengabaikan
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persoalan Pelanggaran HAM, yang
merupakan kejahatan internasional.

Selain substansi yang me-
nyangkut pelanggaran HAM, perlu
pula dikemukakan hukum formal/
hukum acara yang menyangkut peng-
adilan HAM sebagaimana yang diatur
dalam pasal 10, yaitu :

Dalam hal tidak ditentukan lain

dalam undang-undang ini, hu-

kum acara atas perkara
pelanggaran hak asasi manu-

Sia yang berat dilakukan ber-

dasarkan ketentuan hukum

acara pidana.

Dengan demikian berarti hu-
kum acara yang digunakan dalam
perkara pelanggaran HAM tidak
seluruhnya ditentukan secara khusus,
melainkan hanya untuk hal-hal tertenty
saja yang diatur, sedangkan untuk
vang lainnya menggunakan hukum
acara pidana. Hal inilah kiranya yang
memeriukan perhatian untuk segera
dipikirkan membuat hukum acara
tersendiri yang menyangkut perkara
pelanggaran HAM,

Hal tersebut perlu dilakukan,
karena perkara pelanggaran HAM
merupakan tindak pidana yang extra
ordinary crimes, yang sudah barang
tentu memerlukan hukum acara khu-
sus, seperti yang menyangkut pem-
buktian, kesaksian. Dengan demikian
hukum acara untuk perkara peng-
adilan HAM mempunyai kekhu-susan
yang sifatnya mempermudah dalam
hal pengungkapan suatu perkara.

Sisi lain yang periu dike-
mukakan juga adalah mengenai peran
Komnas Ham dalam UU 26/2000 dan
UU 39/1998. Dalam UU 26/2000 peran
Komnas Ham adalah sebagai penye-
lidik, artinya hasil penelitian yang
dilakukan bersifat pro yustisia, se-
dangkan dalam UU 39/1999 temuan
yang dilakukan oleh Komnas Ham



hanya sebatas memberikan rekomen-
dasi kepada pemerintah tentang ada-
nya pelanggaran ham.

Dalam hal acara pemeriksaan,
dilakukan oleh majelis hakim yang
terdiri dari hakim karier dan hakim non
karier (hakim ad hoc) dengan kom-
posisi 2 orang hakim karier dan 3
orang hakim non karier, namun me-
nurut  ketentuan undang-undang,
Ketua majelis dipegang oleh hakim
karier.

Menyangkut ketentuan pidana
dalam perkara pelanggaran HAM dike-
nal pidana minimal (10 tahun) dan
pidana maksimal (hukuman mati). Me-
nyikapi ketentuan ini di dalam praktek
penanganan perkara yang pernah
dilakukan dalam kasus Timtim dan
Tanjung Priok majelis hakim di dalam
putusannya menyimpangi ketentuan
minimal tersebut di atas. Hal mana
dengan pertimbangan, bahwa hakim
bukaniah corong undang-undang, se-
hingga tidak perlu memenuhi keten-
tuan yang ada. Disamping itu di sisi
lain dengan mempertimbangkan de-
ngan rasa keadilan adalah tidak tepat
kalau dikenakan dengan ketentuan
minimal.

Atas penyimpangan dari keten-
tuan minimal pidana tersebut dimak-
sudkan pula untuk dipertimbangkan
diadakan revisi atas undang-undang
UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM,
karena memang disadari bahwa
undang-undang tersebut dibuat terlalu
tergesa-gesa dan disamping itu apa-
bila melihat pada ketentuan Statuta
Roma tidak mengenal adanya keten-
tuan minimal tentang pidana (straaft
minima).

Satu hal lagi yang perlu dipi-
kirkan adalah menyangkut unsur-
unsur perbuatan pidana (element of
crimes) yang berhubungan dengan
pelanggaran HAM, karena apabila
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melihat pada UU 26/2000 masih dapat
menimbulkan penafsiran yang ber-
beda-beda, apalagi pelanggaran HAM
harus mengacu pada standar inter-
nasional.

Tidak selalu kasus pelang-
garan HAM harus diselesaikan dengan
proses hukum (litigasi), hal mana
sebagaimana disebutkan dalam pasal
47 UU 26/2000, yaitu :

Pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang terjadi sebelum
berlakunya undang-undang ini
tidak menutup kemungkinan
penyelesaiannya dilakukan oleh
Komisi Kebenaran dan Reko-
nsiliasi.

Jadi khusus untuk kasus pe-
langgaran HAM sebelum beriakunya
UU 26/2000 dapat digunakan meka-
nisme penyelesaian dengan melalui
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR), yang pelaksanaannya diten-
tukan dengan undang-undang tentang
KKR. Dengan demikian hal ini dimak-
sudkan sebagai kompromi politis yang
ditempuh untuk menyelesaikan kasus-
kasus pelang-garan HAM masa lalu.

Penutup

Pengadilan HAM sebagaimana
diatur dalam UU 26/2000 sebagai ins-
titusi peradilan yang mengadili
pelanggaran hak asasi manusia yang
berat secara kelembagaan berada di
lingkungan peradilan umum adalah
merupakan bagian dari kekuasaan
kehakiman yang tetap menjunjung
tinggi independensi peradilan dalam
melakukan penegakkan di bidang
HAM.

Pelanggaran HAM sebagai-
mana yang dimaksud adalah meru-
pakan extra ordinary crimes dan

berdampak secara luas baik pada



tingkat nasional maupun internasional
dan bukan merupakan tindak pidana
yang diatur di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana serta menim-
bulkan kerugian baik materiil maupun
immaterial yang mengakibatkan pera-
saan tidak aman baik terhadap per-
seorangan maupun masyarakat, se-
hingga periu segera dipulihkan dalam
- mewujudkan supremasi hukum untuk
mencapai kedamaian, ketertiban, ke-
tenteraman, Kkeadilan dan kesejah-
teraan bagi seluruh masyarakat Indo-
nesia.

Secara materiil tindak pidana
yang menjadi kompetensi dalam
Pengadilan HAM adalah menyangkut,
Genosida (genoside) dan Kejahatan
terhadap kemanusiaan yang secara
substansiil mengadopsi dari ketentuan
Statuta Roma 1998 (Rome Statute of
The International Criminal Court).

Terhadap perkara Pelanggaran

"HAM diperlukan langkah-iangkah pe-
nyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan pemerikasaan yang bersifat khu-
sus. Kekhususan dalam penanganan
pelanggaran HAM adalah:

a. Diperlukan penyelidik dengan
membentuk tim ad hoc, pe-
nyidik ad hoc, penuntut umum
ad hoc dan hakim ad hoc;

b. Diperlukan penegasan bahwa
penyelidikan hanya dilakukan
oleh Komisi Nasional Hak Asa-
siManusia sedangkan penyidik
tidak berwenang menerima la-
poran atau pengaduan seba-
gaimana diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara
Pidana;

c. Diperlukan ketentuan menge-
nai tenggang waktu tertentu
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untuk melakukan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan

di pengadilan;

d. Diperiukan ketentuan menge-
nai perlindungan korban dan
saksi;

e. Diperlukan ketentuan yang me-
negaskan tidak ada kadalu-
warsa bagi pelanggaran hak
asasi manusia yang berat.
Persoalan penegakkan hukum

pelanggaran HAM memerlukan kema-
uan politik (political will) dari pemerin-
tah untuk mewujudkannya, hal ini
untuk menjaga komitmen pemerintah
terhadap persoalan HAM yang bersifat
universal dan hakiki, karena pada
dasarnya masalah pelanggaran HAM
menyangkut tindakan dari penguasa
yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Oleh karena itu sejalan dengan
era reformasi yang telah dicanangkan
sejak tahun 1998, maka pemerintah
harus menuntaskan kasus-kasus Pe-
langgaran HAM yang pernah terjadi.
Untuk itu keberadaan dari Pengadilan
HAM harus tetap difungsikan secara
optimal, karena sudah ada sinya-
lemen, bahwa Pengadilan HAM sudah
“almarhum”. Namun disisi lain seba-
gaimana diatur dalam UU 26/2000,
kasus-kasus Pelanggaran HAM tidak
harus diselesaikan melalui pengadilan,
melainkan dapat juga diselesaikan
dengan menggunakan mekanisme
KKR.

Kiranya praktek penanganan
kasus pelanggaran HAM yang pernah
diputuskan oleh Pengadilan HAM per-
lu dijadikan pelajaran, bahwa dalam
penanganan proses hukum perlu
dilakukan secara cermat agar tidak
terjadi kekecewaan dari pihak-pihak
yang berkepentingan. Untuk itu perlu
ada pemahaman yang sama diantara
aparat penegak hukum, baik dari
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tingkat penyelidikan, penyidikan dan di
tingkat persidangan.

Dengan demikian, komitmen
kita untuk tetap menegakkan HAM di
bumi persada ini tetap berjaian seiring
dengan tuntutan reformasi dan demo-
kratisasi yang sedang dikembangkan
demi kepentingan nusa dan bangsa.
Disamping itu juga harus diyakini bah-
wa kita memiliki kedaulatan hukum
yang tidak dapat diusik oleh negara
manapun dalam rangka memper-
tahankan prinsip kebenaran. Semoga!
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